
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

PERAlURAN DAERAH KABUPAlEN KAPUAS 
NOMOR • 16TAHUN 2000 

TENTANG 

Pl.t.lGUTAN DABW-f ATAS KEGAT.AN LALU LINT.AS DAN 
ANGKUTAN JAi.AN KABUPATEN KAPUAS 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS 

Menimbang • a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya 
Pungutan Daerah atas kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Kabupaten Kapuas; 

b. bahwa sehu bung an dengan huruf a di atas, periu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 

Men gingat • 1. Un dang-Un dang Norn or 27 Tah un 1959 ten tang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
AngkutanJalan(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

5. Undang.Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan 
Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 
1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3527); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Sarang di Jalan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLPAlEN KAPUAS 

MEMUTUSKAN 

Mengingatkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENT ANG PUNG UTAN 
DAERAH ATAS KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
KABUPAlEN KAPUAS. 

BABI 
KElENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan • 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas; 
c. Supati adalah Supati Kapuas; 
d. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas; 
e. Petugas Pemungut adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Sidang 

Pun gutan Daer ah sesu ai den gan Peraturan Perun dang-Un dan gan Daer ah 
yang berilaku; 

f. Sadan adalah Sentuk Sadan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komenditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negera atau 
Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, Dana 
Pen si un, bentuk u sah a tetap serta bentu k usah a lain nya; 

g Angkutan Penumpang adalah Kendaraan Sermotor roda tiga atau lebih 
yang dipergu n akan u ntu k men gan gkut orang; 

h. Angkutan Sarang adalah Kendaraan Ser motor roda tiga atau lebih yang 
dipergun akan untu k mengangkut barang; 

i. Angkutan Sarang Khusus adalah Kendaraan Sermotor roda empat atau 
I ebih yang dipergu n akan untu k mengan gkut barang kh usu s; 

j. Penumpang adalah orang yang ikut dalam kendaraan bermotor, tidak 
termasu k sopir atau pen gen dara; 



k. Barang adalah bahan atau benda diluar periengkapan kendaraan, yang 
diangkut kendaraan bermotor; 

I. Barang Kh usus adalah bah an atau bend a di luar peri en gkapan kendaraan, 
yang karena atau bentuknya harus diangkut dengan cara khusus; 

mPungutan Daerah adalah pungutan atas kegiatan lalu lintas dan angkutan 
jalan Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang 
merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan 
Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi; 

n. T arif adalah daftar n ii ai pun gut an; 
o. Stru ktur Tarif adalah cara bagaiman a sesuatu daftar dasar pun gutan 

disusun; 
p Karcis adalah Surat sebagai bukti atas suatu kegiatan; 
q Pungutan atas kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten 

Kapuas, selanjutnya disingkat PAK-LLAJ Kabupaten Kapuas; 
r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas, 

BAB II 
NAMA OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN 

Pasal2 

Dengan nama PAK-LLAJ kabupaten Kapuas, dikenakan pungutan daerah 
atas kegiatan Laiu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kapuas 

Pasal3 

Obyek pungutan adalah kendaraan roda tiga atau lebih yang melintasi jalan 
Kabupaten 

Pasal4 

(1) Subyek pungutan adalah orang pribadi atau badan yang dengan 
ken daraan roda em pat atau I ebih melintasi jalan Kabu paten. 

(2) Yang dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini adalah bagi Kendaraan 
Penumpang Um um dengan trayek tetap dan teratur, kendaraan Din as 
dan kendaraan perwakilan negara asing 

BABIII 
GOLONGANPUNGUTAN 

Pasal5 

Pungutan Daerah atas kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten 
Kapuas digolongkan sebagai lain-lain penerimaan yang sah. 



BABIV 
CARAPEI\GUKURANTINGKATPLNGUTAN 

Pasal 6 

Tingkat Pungutan dihitung berdasarkan tiap kali kendaraan melintasi jalan 
Kabupaten 

BABV 
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF Pl.NGUTAN 

Pasal7 

( 1) Stru ktu r tar if digol on gkan berdasarkan j en is An gkutan 
Penu mpang/Baran g 

(2) Struktur dan besarnya tarif pungutan sebagaimana ayat ( 1) adalah 
sebagai berikut 

A. Angkutan Penumpang. 

No 
Jeni s An gkutan 

(Kapasitas Penumpang) 
1 sampai dengan 5 orang 6 Rp 
2 sampai dengan 9 orang 10 Rp 
3 sampai dengan 13 orang 14 Rp 
4 sampai dengan 24 orang 25 Rp 
5 orang keatas Rp 

B. Angkutan Barang / Angkutan Barang Khusus. 

No Jenis An gkutan 

1 Pick Up 
2 Truk Sedang 
3 Truk Besar 
4 Truk Gandeng / Sambung 
5 Truck Proyek 

BABVI 
WILAY AH PUI\GUTAN 

Pasal8 

Pungutan dilakukan di dalam Daerah. 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Tari f 

500,-
750,-

1.000,-
1.500,-
2.000,-

Ta rif 

1.000,-
1.500,-
2.000,-
3.500,-

10.000,-



BABVII 
TATA CARA PBvlBAYARAN 

Pasal9 

( 1) Pu ngutan Daerah di pun gut oleh Petu gas Pem un gut pad a saat 
kendaraaan melintasi Pos Pungut 

(2) Sebagai bu kti pun gut an, Petugas Pemu ngut memberi kan karcis 
PAK-LLAJ Kabupaten Kapuas kepada Subyek Pungut 

(3) Hasil pungutan dimaksud ayat ( 1) Pasal ini di set or kepada Kas Daer ah 
pada BPD Kalimantan Tengah Cabang Kapuas dan melaporkan secara 
berkala kepada Bupati Cq Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kapuas dengan tembusan Dinas Pendapatan Daerah dan 
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas 

Pasal 10 

Petugas yang melakukan pemungutan menyimpang dan" ketentuan yang 
berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dituntut sesuai dengan 
peru ndan g-un dan gan yang berl aku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 11 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 4 ayat (1), dan 7 Peraturan 
Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Peianggaran 

BABIX 
PENYIDIKAN 

Pasal 12 

( 1) Sel ain Pej a bat Penyidik Pol ri yang bertugas menyi dik tin dak pidana, 
sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat ( 1) dapat di laku kan oleh Penyi di k 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 



(2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang • 

a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian; 
c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pen gen al diri tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. Mengambil sidikjari dan memotrettersangka; 
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersan gka atau saksi; 
g Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik 
Poiri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, 
tersangka atau keluarganya; 

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sip ii membuat berita acara setiap tindakan 
tentang 

a Pemeriksaan tersangka; 
b. Pemasukan rumah; 
c. Penyitaan barang; 
d Pemeriksaan surat; 
e. Pemeriksaan saksi; 
f. Pemeriksaan ditempat kejadian 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 
adanya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut 
oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya 



Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah. 

Disahkan di Kuala Kapuas 
Pada tanggal 9 September 2000 

Diundangkan di Kuala Kapuas Pada 
tanggal 9 September 2000. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPAlEN KAPUAS 

Capdtt 

Ors. TOEKIYO A.A, MSc 
Pembina Tingkat I 
NIP. 530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPAlEN KAPUAS 
TAHUN 2000 NOMOR28 SERI B 

BUPATI KAPUAS 

Cap dtt 

BURHAIIUDIN ALI 


